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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang 

 

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain 

dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan 

tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika 

merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu 

kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang 

berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan 

demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan 

adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang 

narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak 

maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, 

meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya 

ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya. 

Terdapat beberapa akronim yang berkaitan dengan Narkotika , misalnya : 

NAZA ( Narkotika dan Zat Adiktif ) atau NAPZA ( Narkotika, Alkohol, 

Psikotropika dan Zat Adiktif ) . Psikotropika dan Narkotika digolongkan dalam 

obat-obat atau yang berbahaya bagi kesehatan, maka mengenai produksi 
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pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor dan impor obat-obat 

tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika1.  

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia 

medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat 

membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan 

mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan 

aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah 

penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.  

Masalah narkotika telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak 

hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan 

politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, 

sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah 

dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat 

untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan 

terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. 

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia kepada manusia 

lainnya yang dapat dikatakan perilaku menyimpang. Oleh karena itu kejahatan 

merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. 

Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan 2 interaksi baik antara 

                                                             
1Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika. 



xiv 
 

sesamanya maupun dengan makhluk lainnya terikat oleh hukum yang mengatur 

apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagai definisi hukum yang 

di kemukakan oleh Achmad Ali dalam bukunya bahwa hukum adalah seperangkat 

kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang 

boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat 

dalam kehidupan bermasyarakatnya. 2 

Dalam ilmu hukum, salah satu jenis hukum yang di kenal adalah hukum pidana. 

W.L.G Lemaire menyebutkan hukum pidana terdiri dari norma yang berisi 

keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang 

telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang 

bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu 

merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-

tindakan yang mana hal melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dimana 

terdapat suatu keharusan untuk melakukan suatu dan dalam keadaan bagaimana 

hukuman itu dapat di jatuhkan, serta hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan 

bagi tindakan tindakan tersebut. 3 

Rusli Effendy memberikan penjelasan tentang Hukum pidana adalah bagian 

dari pada keseluruhan yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar 

dan aturan untuk :   

                                                             
2 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. II, Penerbit Gunung 

Agung,Jakarta, 2002,hlm.35 
3 Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti,Bandung,hlm.1 
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1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang 

dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagai barang 

siapa melanggar larangan tersebut.  

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana telah di ancamkan.  

3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila 

ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 4 

Dalam hukum pidana sendiri di kenal dengan adanya 2 (dua) kategori yaitu 

kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana Indonesia telah mengaturnya secara 

positif dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan diatur 

dalam buku II dan pelanggaran pada buku III.  

Sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-

undang harus dirumuskan secermat mungkin. Ini dinamakan asas lex certa. 

Undang-undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah 

terhadap rakyat (lex certa : undang-undang yang dapat dipercayai).  

Pengertian dasar Pasal 1 KUHP juga berkaitan dengan jiwa Pasal 3 KUHP, 

yaitu hukum pidana harus diwujudkan dengan prosedur yang memadai dan dengan 

jaminan hukum.  

                                                             
4 Effendy, Rusli, 1986, Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Leppen UMI, Ujung Pandang.,hlm.1 
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Selama periode tahun 2015–2017, jumlah kejadian kejahatan atau tindak 

kriminalitas di Indonesia cenderung flukuatif. Polri memperlihatkan jumlah 

kejadian kejahatan (crime total) pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, 

meningkat menjadi sebanyak 357.197 kasus pada tahun 2016 dan menurun pada 

tahun 2017 menjadi 336.652 kasus.5 

Salah satu bentuk kejahatan yang akan di bahas dalam skripsi hukum ini adalah 

Kejahatan Terhadap Pengedaran Narkotika (Narkotika Golongan I), sebagaimana 

yang di atur dalam Bab XV Ketentuan Pidana Undang-undang RI No. 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang 

penggolongan Narkotika, perubahan penggolongan Narkotika disesuaikan 

berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. 

Pengaturan Narkotika dalam tentang Narkotika adalah meliputi segala bentuk 

kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan engan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika.   

Yang dimaksuddengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika. Prekursor Narkotika hanya untuk industri farmasi. 

a. Narkotika Golongan I  

                                                             
5https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/.../statistik-kriminal-2018.htmldiakses pada tanggal 11 

april 2019, pukul 20.00 

https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/.../statistik-kriminal-2018.html
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Adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu 

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi 

yang sangat tinggi membahayakan ketergantungan. 

b. Narkotika Golongan II  

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan 

terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengatahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. 

c. Narkotika Golongan III  

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam 

terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu  pengetahuan serta 

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan apabila setiap orang yang tanpa 

memiliki hak atau melawan hukum yang telah diatur menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau 

menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana yang berlaku. 

Kejahatan peredaran narkotika ini dapat di katakan salah satu bentuk kejahatan 

transnasional, karena seiring dengan perkembangan teknologi transportasi, 

informasi dan komunikasi canggih, modus operandi kejahatan ini dalam waktu 

yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara. 

Indonesia pun tidak luput menjadi sasaran bisnis peredaran narkotika walaupun 
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hanya sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan 

narkotika ilegal.  

Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, 

yaitu:  

Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang 

sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang 

semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk mendapatkan penghasilan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan 

sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan keuntungan 

yang besar dalam waktu singkat. 

Kedua, bagi para pemakai, narkotika menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman 

dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurang tahuan pemakai tentang dampak 

yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkotika yang berkesinambungan dan 

dalam jangka waktu yang cukup lama 6.  

Dengan semakin meluasnya perdagangan dan peredaran ilegal narkotika di 

Indonesia dan juga sebagai tempat produksinya narkotika itu sendiri, upaya 

pemberantasannya harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Walaupun kesungguh-

sungguhan para penegak hukum dan para pihak yang terkait telah melakukan 

pemberantasan masalah tersebut dengan melihat banyaknya pelaku yang 

ditangkap dan dijebloskannya ke dalam penjara baik itu pemakai maupun 

                                                             
6 Kadarmanta, A. 2010. Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa. PT Forum Media Utama, Jakarta, hlm.4 
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pengedar narkotika, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan ini berkembang 

pesat.  

Di Indonesia pada 2012 – 2016 cenderung meningkat. Namun, pada 2017 

angkanya menurun. jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tertinggi terjadi 

pada tahun 2016 sebesar 39.171 kasus dan pada 2017 dengan jumlah kasus 

sebanyak 35.142 kasus. 

Pelaku Tindak Kejahatan menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Umur Tahun 

2007, Komposisi pelaku menunjukan mayoritas atau sekitar 220.359 (97,7 %) dari 

keseluruhan pelaku tindak kejahatan adalah laki-laki dan sekitar 5.106 (2,3 %) 

diantaranya adalah perempuan, dengan jumlah 222.320  (98,6 %) dewasa dan 

anak-anak (kurang dari 16 tahun) 3.145 (1,4 %). 

Jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tahun 2017 paling banyak terdapat 

di Polda Metro Jaya dengan jumlah 7.214 kejadian, kedua adalah di Polda 

Sumatera Utara dengan jumlah 5.907 kejadian dan ketiga terdapat di Polda Jawa 

Timur dengan jumlah 3.405 kejadian. Wilayah dengan jumlah kejadian terendah 

ada Polda Papua Barat, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur, masing-masing 

dengan 41 kejadian, 38 kejadian dan 2 kejadian. Termasuk dalam kejahatan terkait 

narkotika adalah kejahatan narkotika dan psikotropika. Sementara di Sumatera 

Selatan sendiri berjumlah 1768 kejadian. 7 

                                                             
7https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/.../statistik-kriminal-2018.htmldiakses pada tanggal 11 

april 2019, pukul 20.10 

https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/.../statistik-kriminal-2018.html
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Penyalahgunaan narkotika semakin menunjukkan variasinya dimana dalam 

kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut berbagai kalangan turut 

dilibatkan. Namun yang menjadi permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah 

masalah keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkotika.Berkaitan 

dengan masalah penyalahgunaan narkotika, merupakan masalah yang sangat 

kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan 

melibatkan kerjasama antara multidispliner, multi sektor dan peran serta 

masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen 

dan konsisten.  

Perempuan yang sering berada di luar rumah akan memiliki lingkungan 

pergaulan yang lebih luas dan memiliki teman dari berbagai kalangan atau profesi. 

Mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang terlihat seperti wajar-wajar 

saja, tetapi keinginan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut 

menyebabkan perempuan lebih membutuhkan banyak materi untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Dan hal itu yang bisa juga memudahkan bagi perempuan 

untuk terdorong menyalahgunakan narkotika, baik itu sebagai pengguna, 

pengedar, maupun sebagai kurir.  

Lombrosso, berpendapat bahwa yang namanya penjahat itu mempunyai tipe 

tipe tertentu, misalnya berwajah seram, dan matanya merah menakutkan . 

Namun demikian kenyataannya tidak selalu yang dibayangkan orang. Bahkan 

belakangan ini tidak jarang dijumpai adanya pria yang rapi menjadi penghuni suatu 

Lembaga Pemasyarakatan karena terlibat dalam berbaga kejahatan. Kaum wanita 
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yang sesungguhnya lebih banyak berperan sebagai makhluk pelindung, ternyata 

juga banyak yang meninggalkan sifat keibuannya, dengan melakukan berbagai 

kejahatan.8 

Hurwits, mengemukakan bahwa kejahatan yang dilakukan kaum wanita 

secara kualitatif maupun kuantitatif lebih rendah daripada yang dilakukan kaum 

pria, hal ini disebabkan karena: 

1. Biologis 

Menurut pendapat ini bahwa, wanita secara fisik kurang kuat atau 

lemah,dan karena ada psikis yang khas yangberbeda dengan laki-laki, 

sehingga kriminalitas berkurang. 

2. Sosiologis 

a. Wanita lebih terlindung oleh lingkungan karena tempat bekerja dirumah 

dengan tanggung jawab hanya mengenai rumah tangga . 

b. Kurang minum-minuman keras.9 

Kejahatan yang dilakukan wanita biasanya kejahatan yang tergolong dalam 

kejahatan ringan dan tidak profesional . Serta dilakukan dalam keadaan terpaksa 

yang didorong suatu keadaan dan kepentingan yang amat sangat serta dilakukan 

secara mendadak . 

                                                             
8Kartini kartono,2005, pemimpin dan kepemimpinan, rajawali pers, jakarta 
9 Hurwitz, Stephen. 1986. Kriminologi. Terjemahan oleh Ny. L. Moeljatno, SH. : PT Bina 

Aksara,.Jakarta 
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Hal ini tentunya sangat merusak masa depan bangsa, karena perempuan sebagai 

ibu maupun calon ibu tentu harus mendidik anak-anaknya. Namun jika seorang 

ibu tersebut terlibat narkotika akan berpengaruh pada perkembangan generasi 

penerus bangsa karena akan mengikuti jejak ibunya untuk terlibat narkotika.10 

Pada kasus yang akan menjadi acuan dalam skripsi hukum ini adalah tiga (3) 

Putusan  yang terdakwanya adalah perempuan dan telah didakwa oleh suatu 

perbuatan yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam putusan Nomor : 

1. 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg  

Pada putusan Nomor : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg , majelis hakim 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya dengan 

dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah 

Rp.1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak 

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara 

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dalam putusan ini 

seorang perempuan dan juga ibu rumah tangga berusia 38 tahun bernama 

Fatima Wati als. Wati Binti Arifin dijatuhi Pidana oleh Majelis Hakim 

dikarenakan terbukti telah melakukan tindak Pidana sebagai perantara dalam 

jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. 

                                                             
10ulistyowati Irianto, criminal atau korban, (studi tentang perempuan dalam kasus Narkotika Dari 

Perspektif Hukum Feminis), MAPPI FH UI, Jakarta, hlm 56 
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2. 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg  

Pada putusan Nomor :1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg , majelis hakim 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya dengan 

dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda 

sejumlah Rp.1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan 

apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 

penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.Dalam putusan ini 

seorang perempuan yang juga sebagai ibu rumah tangga bernama Dian 

Ratih Kussuma Binti Syamsul Bahri berusia 28 tahun  dijatuhi Pidana oleh 

Majelis Hakim dikarenakan terbukti telah melakukan tindak Pidana sebagai 

penjual dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. 

3. 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg  

Pada putusan nomor 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg , majelis hakim 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya dengan 

dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah 

Rp.1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak 

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara 

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.Dalam putusan ini seorang 

perempuan yang juga sebagai ibu rumah tangga bernama Susi Maryani 

Binti Abdullah berusia 43 tahun  dijatuhi Pidana oleh Majelis Hakim 

dikarenakan terbukti telah melakukan tindak Pidana sebagai penjual dalam 

jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. 
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Motif ekonomi menjadi faktor yang sangat berperan besar dalam terjadinya tiga 

kasus pidana diatas, banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi 

membuat tiga perempuan tergoda ikut dalam bisnis narkotika ini, hingga akhirnya 

harus berurusan dengan hukum. Jika dilihat dari kasusnya ketiga perempuan ini 

dikategorikan sebagai penjual narkotika dengan skala relatif kecil yang artinya 

keuntungan yang mereka dapatkan juga kecil yang hanya cukup untuk kebutuhan 

sehari-hari. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdoronglah keingintahuan 

Penulis untuk mengkaji kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan pada putusan 

tersebut dengan undang-undang serta pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan putusan tersebut dalam skripsi dengan judul : “Analisis Yuridis 

Putusan Hakim Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Pengedar 

Narkotika Golongan I di Kota Palembang “(2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 

1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg) 

 

B. Rumusan Masalah  

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penerapan sanksi pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang 

Nomor : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 

1970/Pid.Sus/2018/PN Plg ?  
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2. Apa pertimbangan hukum hakim terhadap perempuan pelaku tindak pidana 

mengedarkan narkotika golongan I di kota Palembang pada Putusan 

Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 

,1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg ?  

C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Untuk mengetahui dan menganalis penerapan hukum Pidana terhadap 

putusan  hakim kepada perempuan pelaku tindak pidana mengedarkan 

narkotika golongan I di kota Palembang pada Putusan Pengadilan Negeri 

Palembang Nomor : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg 

dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg ? 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Perempuan pelaku 

tindak pidana mengedarkan narkotika golongan I di kota Palembang pada 

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : (2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg 

, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg ? 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :  

1. Secara akademis, Secara akademis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini 

dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana. 
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2. Secara praktis, Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat 

memberikan masukan bagi penegak hukum atau praktis hukum (Hakim, 

Polisi, Jaksa, Advokat) serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian 

berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis ilmiah hukum ini. 

E. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.11 Berdasarkan 

pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Teori Pemidanaan dan Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan pidana. 

a. Teori Pemidanaan 

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan 

diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan 

pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan 

mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur 

bagaimanan hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara 

konkret sehingga  seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti 

semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, 

                                                             
11Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 103 
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Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat 

sebagi suatu kesatuan sistem pemidanaan.12 

Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana 

atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori pemidanaan.13 

1. Teori Absolut  

Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum dari pidana adalah 

yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini artinya, dengan telah 

melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan 

pidana. Pemberian pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut. 

Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah:  

a) Pembalasan sebjektif, adalah pembalasan yang langsung 

ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar 

kecilnya kesalahan. 

b) Pembalasan objektif, adalah pembalasan terhadap akibat 

yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, jika akibatnya kecil, 

maka pembalasannya kecil juga. 

2. Teori Relatif  

                                                             
12Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung : 

hlm. 129. 

13P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia edisi kedua, Sinar 

Grafika, Jakarta, hlm 13. 
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Menurut teori ini, dasar hukum dari pidana adalah menegakkan 

tata tertib masyarakat,dimana tata tertib masyarakat itu merupakan 

tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya 

pidana. Ini berarti pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, 

yaitu mencegah adanya kejahatan. Menurut teori ini pencegahan 

ada 2 (dua) macam: 

a) Pencegahan umum (generale preventive) 

Sampai pada revolusi Prancis, orang menganggap daya 

pencegahan umum dari pidana terletak pada cara 

melaksanakannya. Daya pencegahan umum dari pidana 

dilaksanakan melalui cara yang menakutkan masyarakat yaitu 

dengan melaksanakan pidana didepan umum. Anselm Von 

Feubach pada tahun 1800 menciptakan teori “tekanan 

psikologis” pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan 

di alam fikiran, sehingga ia akan melakukan kejahatan 

b) Pencegahan Khusus (speciale preventive) 

Menurut Van Hamel dinyatakan bahwa tujuan pidana di 

samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga 

mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, 
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memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus 

dibinasakan.14 

3. Teori Gabungan 

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan: 

a) Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan 

disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum, artinya 

pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk 

menegakkan tata tertib hukum. 

b) Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai 

tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan 

perlindungan kepada masyarakat, itu perlu diberi batasan, 

bahwa nestapanya harus sesuai dengan perbuatannya. 

Apabila pencegahan umum tidak berhasil digunakan, barulah 

pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, 

memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. 

c) Titik pangkal permasalahan dan keharusan melindungi 

masyarakat, dalam hal ini Vos berpendapat: “Bahwa daya 

menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini 

idak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan”. 

Pecegahan khusus yang berupa memperbaiki dan membuat 

                                                             
14Ibid.,hal.17 
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tidak berdaya lagi, mempunyai arti penting, Vos berpendapat 

lagi: “Hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalan arti 

yang sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila 

digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya 

itu merupakan pidana sesungguhnya” 

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses 

penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan 

sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan 

teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk 

memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang 

satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu 

dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara 

keterangan saksi dengan alat bukti lain. Majelis Hakim dalam 

menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat 

yuridis ataupun non-yuridis. 

1. Pertimbangan yuridis  

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 

yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam 

persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal 

yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat 

yuridis di antaranya: 
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1) Dakwaan jaksa penuntut umum.  

2) Tuntutan pidana. 

3) Keterangan saksi. 

4) Keterangan terdakwa.  

5) Barang-barang bukti.  

6) Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika. 

2. Pertimbangan non yuridis 

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam 

menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non 

yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang 

dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, 

psikologis, dan kriminologis.Hakim menurut Barda Nawawi Arief, 

dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus 

mempertimbangkan beberapa teori atau aspek, yaitu: 

1) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana  

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya 

seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu 

dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan 

niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan 

tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat 

harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang 

ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim. 
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2) Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana  

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan 

tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja 

melawan hukum.  

3) Cara Melakukan Tindak Pidana  

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang 

direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana 

tersebut. Memang terdapat unsur niat di alamnya yaitu keinginan 

si pelaku untuk melawan hukum. 

4) Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana  

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa 

bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang 

santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara 

kekeluargaan.  

5) Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak 

pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu 

memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah 

melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga 

baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan 

sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah). 
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6) Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana  

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia 

menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui 

kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan 

bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. 

Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung 

jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus 

terang dan berkata jujur. Karena sikap terdakwa dalam menjawab 

pertanyaan hakim dan memberikan keterangan akan 

mempermudah jalannya persidangan. 

7) Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku  

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera 

kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku 

agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa 

bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan 

mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang 

lebih baik dan berguna. 

8) Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan 

Oleh Pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa 

tindakaan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja 

kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan 
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ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan 

perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.15 

2. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan 

diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. 16Analisis pokok-pokok bahasan 

dalam penelitian ini memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan:  

a. Pemidanaan adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim 

dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman bagi seseorang 

yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum 

pidana). 

b. Dasar pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar yang digunakan 

oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga 

dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan 

hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil 

penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.17 

                                                             
15Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan,PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23 

16Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.96  

17Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,  

Jakarta, 2010, hlm.112 
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c. Tindak pidana pengedaran Narkotika golongan I menurut pasal 114 ayat 

(1) Undang-Undang Republk Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika :  

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah).” 

 

d. Tinjauan umum keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau 

perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak 

memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan substantif dimaknai 

keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, 

dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak 

berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. 

F. Ruang Lingkup  

Berdasarkan Permasalahan skripsi sebagaimana tersebut diatas, maka ruang 

lingkup kajian dan pembahasan dalam skripsi ini hanya terbatas pada untuk 

mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perempuan pelaku 

tindak pidana mengedarkan Narkotika golongan I di kota Palembang.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Tipe Penelitian 

a. Jenis Penelitian 
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Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan 

hal yang paling penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan 

skripsi. Dalam penelitian ini, untuk mengkaji permasalahan maka penulis 

akan melakukan penelitian hukum dengan menggunakan hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut 

sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian 

hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada 

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.18 

b. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan 

untuk melukiskan tentang suatu hal tertentu dan pada saat tertentu. 

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau 

mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang 

akan diteliti.19 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)  

Pendekatan Perundang-undangan adalah, “Pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

                                                             
18Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta,  2008, hlm.13-14. 
19Ibid.,hlm. 8-9. 
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dengan isu hukum yang sedang di tangani”.20Pendekatan ini diperlukan guna 

menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan syarat sah 

perkawinan. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual adalah “Pendekatan yang beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum, pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut 

merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun argumentasi hukum 

dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.21 

c. Pendekatan Kasus (case approach) 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus tersebut 

telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Data kepustakaan adalah sumber data disebut bahan hukum.Bahan hukum 

adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan 

menganalisis hukum yang berlaku.Dengan demikian penelitian ini berpijak 

pada data kepustakaan. 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                             
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana Prenada Media group, Jakarta: 2005, hlm.93 
21Ibid., hal 100 
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Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan 

hukum primer yang di pergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang 

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 

Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh 

Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) 

3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673) 

4 PutusanpengadilanNomor :2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 

1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan 1970/Pid.Sus/2018/PN Plg.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-

Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan 

sebagainya.22 

                                                             
22 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum,  Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.185 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan 

sebagainya.23 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah antara bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Narkotika, dan buku-buku hukum yang 

berkaitan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya dilakukan pengolahan bahan 

hukum dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang 

terkumpul dan mengkaitkan beberapa kesesuaian pasal perundang-undangan 

yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Setelah 

itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam 

doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau bahan 

hukum  sekunder  kemudian   dilakukan    analisis    untuk    dapat disimpulkan. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti terlebih dahulu menelaah bahan 

hukum   primer  yakni   peraturan   perundang-undangan,  dengan 

menghubungkannya dengan bahan hukum sekunder yakni doktrin-doktrin para 

                                                             
23 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.105 
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ahli hukum yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang hendak dicarikan 

jawabannya. Selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi, interpretasi. 

Kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data-data 

tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan 

kata-kata untuk menjelaskan atau menggambarkan serta merumuskan dalam 

sebuah    kesimpulan  yang menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan 

kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan 

secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.24 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, 

yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian 

ditarik kesimpulan secara khusus.25 Penafsiran hasil analisis bahan hukum 

normatif  bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsi, menstukturkan dan 

mensistematisasi, serta mengharmonisasikan temuan-temuan hukum baru yang 

menjadi sebuah dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas 

permasalahan. 

 

                                                             
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, Universitas Indonesia (UI-Pers), Jakarta, 

2006,  hlm.51 
25 H.Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta:2012, hlm.11 
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